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PERATURAN WALIKOTA JAMBI 

NOMOR  12  TAHUN 2014 

TENTANG 

 TATA CARA PENDATAAN DAN PENDAFTARAN  

OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA  JAMBI, 

 

Menimbang : a. bahwa  untuk melasanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan 

Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan Perkotaan, perlu mengatur mengenai Tata Cara Pendataan 

dan Pendaftaran Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan 

Perkotaan; 

 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 

a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pendataan 

dan Pendaftaran Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan 

Perkotaan. 

 

 

Mengingat  : 1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi 

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1092); 

 

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

 

 

SALINAN 



 2 

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 

5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5049); 

 

6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

 

8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2011 Nomor 5); 

 

9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 

2013 Nomor 4 Seri B Nomor 1). 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  

 

: 

 
PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA 

PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK DAN SUBJEK 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN. 

 

BAB I 

 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Kota Jambi. 
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2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah. 

 

3. Walikota adalah Walikota Jambi. 

 

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang 

perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan 

perundang – undangan. 

5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Jambi. 

 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Jambi. 

 

7. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah Pajak atas bumi 

dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan 

oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan 

untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 

 

8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan 

pedalaman wilayah Kota. 

 

9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan 

secara tetap pada tanah dan/atau perairan pendalaman. 

 

10. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, yang selanjutnya 

disebut Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, 

dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, 

kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, 

perhutanan dan pertambangan. 

 

11. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, yang selanjutnya 

disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara 

nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat 

atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh 

manfaat atas Bangunan.  

 

12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar 

pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak 

dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang – undangan perpajakan daerah. 

 

13. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP 

adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan 

data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan perpajakan 

daerah. 
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14. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya 

disingkat LSPOP adalah Lampiran surat yang digunakan oleh Wajib 

Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang - undangan perpajakan daerah dan lampiran 

tidak terpisahkan dari bagian SPOP.  

 

BAB II 

PENDATAAN 

 

Pasal 2 

 

  (1) Pendataan Objek dan Subjek PBB dilakukan oleh Pemerintah Kota 

dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP. 

 

(2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, 

benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada 

Walikota atau Pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga 

puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya Formulir SPOP oleh 

Subjek Pajak. 

 

(3) Dalam hal yang menjadi subjek pajak adalah badan, maka yang 

menandatangani SPOP adalah pengurus atau direksinya. 

 

(4) Dalam hal SPOP ditandatangani bukan oleh subjek pajak, maka 

harus dilampiri Surat Kuasa dari subjek pajak. 

 

Pasal 3 

 

  Pendataan objek dan subjek PBB sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 

ayat (1) dilakukan dengan cara : 

a. Pendataan secara pasif, yaitu kegiatan pemutakhiran data melalui 

pendaftaran objek dan subjek PBB oleh subjek pajak dengan cara 

mengisi SPOP dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani 

oleh subjek pajak dan disampaikan kepada Dinas Pendapatan 

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal 

diterimanya Formulir SPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya. 

 

b. Pendataan secara aktif, yaitu kegiatan pendataan yang dilakukan 

oleh Dinas Pendapatan dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan 

data objek dan subjek pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya 

dilapangan. 

 

Pasal 4 

 

  Dalam pelaksanaan pendataan secara pasif, formulir SPOP dapat 

diperoleh subjek pajak di Dinas Pendapatan atau tempat yang ditentukan. 
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Pasal 5 

 
  (1) Dalam melakukan kegiatan pendataan secara aktif Dinas Pendapatan 

dapat bekerja sama dengan instansi yang terkait. 

 

(2) Pendataan objek pajak bumi dan bangunan dapat pula dilakukan oleh 

pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan dan 

ditunjuk oleh Dinas Pendapatan. 

 

(3) Pelaksanaan kegiatan pendataan disusun dengan rencana kerja dan 

mendapatkan persetujuan dari Walikota. 

 

BAB III 

PENDAFTARAN 

Pasal 6 

 

  (1) Pendaftaran objek pajak baru adalah  pendaftaran objek pajak PBB 

yang belum terdaftar pada administrasi Pemerintah Daerah. 

 

(2) Pendaftaran objek PBB baru, dilakukan oleh subjek pajak atau wajib 

pajak dengan persyaratan sebagai berikut : 

 

a. Mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia 

yang ditujukan kepada Walikota melalui Dinas; 

 

b. Mengisi SPOP, termasuk LSPOP, dengan jelas, benar dan 

lengkap; 

 

c. Formulir SPOP disediakan dan dapat diperoleh dengan cuma-

cuma di Pemerintah Kota Jambi; 

 

d. Wajib Pajak yang memiliki NPWP mencantumkan NPWP 

dalam kolom yang tersedia dalam SPOP; 

 

e. Surat permohonan dan SPOP termasuk LSPOP sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, ditandatangani oleh subjek 

pajak atau wajib pajak dan dalam hal ditandatangani oleh bukan 

subjek pajak atau wajib pajak, harus dilampiri dengan Surat 

Kuasa; 

 

f. Surat permohonan, SPOP dan LSPOP disampaikan oleh kepada 

Walikota selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung 

sejak diterimanya SPOP oleh subjek pajak atau kuasanya; 
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g. Melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut : 

1) Foto Copy Sertifikat; 

2) Foto Copy Akta Jual Beli / Akta Notaris / Akta Hibah / 

Surat Perjanjian Sewa Menyewa; 

3) Foto Copy KTP; 

4) Surat Keterangan dari Lurah yang diketahui oleh Camat 

setempat. 

 

(3) Formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran 

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

  Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 

Jambi. 

   

Ditetapkan di Jambi 

Pada tanggal 17 FEBRUARI  2014 

 

 WALIKOTA JAMBI, 

                                                                                    dto 

          SYARIF FASHA 

Diundangkan di Jambi 

Pada tanggal   17 FEBRUARI  2014 

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI 

                               dto 

                  DARU PRATOMO 

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2014  NOMOR 12 SERI B    

NOMOR 4 
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          LAMPIRAN I :  PERATURAN WALIKOTA JAMBI 

      NOMOR      :        TAHUN  2014  

   TANGGAL  :                                2014 

      TENTANG : TATA   CARA   PENDATAAN   DAN   PENDAFTARAN 

  OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN. 
  

FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP)   
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          LAMPIRAN II :  PERATURAN WALIKOTA JAMBI 

      NOMOR      :        TAHUN  2014  

   TANGGAL  :                                2014 

      TENTANG : TATA   CARA   PENDATAAN   DAN   PENDAFTARAN 

  OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN. 

 

FORMULIR LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (LSPOP) 

 


